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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495),;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam
Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);

Peratura Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun

2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara;

Peraturan Meteri Keuangan Nomor 190 /PMK.07/2021
Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022;

Peraturturan Meteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan 'I‘ransr.nlg‘raSI Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021
Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara: Nomor 11

Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah;
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20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara: Nomor 11 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NEGARA KEMAKMURAN

dan
KEPALA DESA NEGARA KEMAKMURAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJMDes) DESA NEGARA KEMAKMURAN TAHUN
2024 - 2029.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Utara.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Bupati adalah Bupati Lampung Utara.

Kecamatan adalah Kecamatan Hulu Sungkai Desa adalah Desa Negara Kemakmuran

Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Negara Kemakmuran

Kepala adalah Kepala Desa Negara Kemakmuran

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD,

adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung

Utara.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa,
adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Desa Negara
Kemakmuran

9. Rencana Pembangunan Tahunan Desa, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKPD) adalah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode
perencanaan.

11, Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan visi.

12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi.

13. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil pemerintah pusat/daerah untuk
mencapai tujuan.

14. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang

dilaksanakan oleh instansi pemerintahan/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan

serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan
oleh instansi pemerintah.
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BAB II
RUANGLINGKUP

Pasal 2
(1) RPJM Desa mengacu pada RPJMD Pemerintah Daerah.

(2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi Kepala, rencana
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa
berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

(3) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas
pembangunan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Tahun 2024-2029 ditetapkan
sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan pembangunan Desa selama 6

(enam) tahun ke depan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BABII GAMBARAN UMUM KONDISI DESA
BABIII  VISI DAN MISI

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA
BABV  ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
BABVI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
BAB VIl PENUTUP

(2) Uraian lebih lanjut mengenai RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat(1), tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 4

(1) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dijabarkan
lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yang merupakan
dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan
Peraturan Desa.

(2) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) menjadi dasar penetapan Anggaran |
Pendapatan dan Belanja Desa antara lain :
1. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan desa antara lain ;
a. Penetapan dan penegasan batas Desa
b. Pendataan Desa
c. Penyusunan tata ruang Desa

e
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Penyelenggaraan musyawarah Desa

Pengelolaan informasi Desa

Penyelenggaraan perencanaan Desa

Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa
Penyelenggaraan kerjasama antar Desa

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pengisian Perangkat Desa
Penghasilan dan Kesejahteraan Pemerintah Desa

Honor, Operasional Tim dan Lembaga Desa

Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

e = G B

2. Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa, kegiatan desa antara lain :
a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan
Desa antara lain:
Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa
Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani
Jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian
Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan
Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa
Pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian di Desa
Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa
Pembangunan dan pengelolaan pembangkit listrik tenaga mikrohidro
Pembangunan dan pengelolaan sumber air

52 B 5 i {9l iz 8 [~

b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
kesehatan antara lain:

Air bersih berskala Desa

Sanitasi lingkungan

Pengembangan dan Pelayanan Kesehatan Desa

Pengelolaan dan Pembinaan Kesehatan Desa

Sarana dan prasarana kesehatan

A =t ) ) =

¢. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. Taman bacaan masyarakat/perpustakaan
2. Pembangunan dan Pengelolaan sarana prasarana Pendidikan anak usia
dini
Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat
Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
Sarana dan prasarana kegiatan kesenian

o Ul A w

d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan
dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
1. Pembangunan dan pengelolaan Pasar Desa dan kios Desa
2. Pembentukan dan pengembangan BUM Desa
3. Penguatan permodalan BUM Desa
4, Pembibitan tanaman pangan
5. Penggilingan padi
6. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa
7. Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan
8. Pembukaan lahan pertanian
9. Pembangunan dan Pengelolaan Kandang ternak
10. Mesin pakan ternak
11. Pengembangan benih lokal
12. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian
13. Pengembangan ternak secara kolektif
14. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri

Dprsbes Desa Negara Femmakanuran 1ahoan Anecaran 2024-2029 Ix
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Pelestarian lingkungan hidup antara lain:

Penghijauan

Perlindungan terhadap satwa
Pengelolaan sampah secara terpadu
Perlindungan terhadap mata air
Pembersihan daerah aliran sungai

3. Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa, kegiatan desa antara lain :
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. Pembinaan lembaga kemasyarakatan

. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

Pembinaan kerukunan umat beragama

. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga

Pengadaan sarana dan prasarana tempat ibadah

Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat

. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
Pengembangan dan pembinaan sanggar seni

dang Pemberdayaan masyarakat Desa, kegiatan desa antara lain :

. Pelatihan usaha ekonomi produktif dan pertanian

. Pelatihan teknologi tepat guna

. Peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan

Permusyawaratan Desa
. Pelatihan peningkatan kualitas proses perencanaan desa

. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat

Desa
Penyelenggaraan sosialisasi/penyuluhan/seminar tentang kesehatan dan
gerakan hidup bersih dan sehat

. Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa

. Pemberian bantuan masyarakat miskin/ penanggulangan kemiskinan
i. Peningkatan kapasitas masyarakat, melalui :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
Kelompok Perempuan

Kelompok Tani

Kelompok Masyarakat Miskin
Kelompok pengrajin/ketrampilan khusus
Kelompok perlindungan anak
Kelompok Pemuda

Kelompok Kesenian

Kelompok Keagamaan

Kelompok Simpan Pinjam

Kelompok Tenaga Pengajar

Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

5. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa
a. Penanggulangan Bencana
b. Keadaan Darurat

C.

Keadaan Mendesak

Pasal 5

(1) RPJM Desa dapat diubah dalam hal :

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi,
dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah
provinsi, dan/atau pemerintah daerah.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah Desa Negara Kemakmuran Periode 2023-2029 adalah hasil Pemilihan
Kepala Desa Negara Kemakmuran Tahun 2023 yang disahkan dengan Surat Keputusan
Bupati Lampung Utara Nomor : B/369/11-LU/HK/2023 tentang Pengesahan dan
Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan 2023-2029 Tanggal 24 Juli 2023,

Dalam rangka penyelenggaraan kewenangan desa sesuai dengan amanat dari
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa dapat
menyelenggarakan kewenangannya dalam bidang pemerintahan desa, pelaksanaan
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat
desa dengan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal IKka.
Penerapan dari amanat Undang-Undang Desa tersebut, disetiap desa sudah pasti perlu
untuk merumuskan strategi pencapaian percepatan terwujudnya Kkesejahteraan
masyarakat yang dilakukan secara terencana, sistematis, terukur dan berkesinambungan
sehingga terjalin hubungan yang seimbang antara perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan.

Dalam perencanan pembangunan desa yang telah bertahun - tahun dilaksanakan
masih banyak ditemukan permasalahan dan persoalan di kalangan masyarakat penerima
sasaran manfaat yang dapat mengakibatkan perencanaan desa belum memenuhi aspek
keselarasan dengan kesejahteraan masyarakat desa, diantaranya:

Perencanaan Pembangunan Desa masih didominasi oleh kalangan tertentu;

b. Perumusan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam perencanaan desa
kurang mengakomodir kepentingan masyarakat miskin;
Perencanaan pembangunan desa kurang partisipatif;

d. Kegiatan yang telah dirumuskan kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat;

e. Penentuan prioritas kegiatan belum mempertimbangkan skala prioritas dan potensi
yang ada;

f. Perencanaan pembangunan desa kurang sistematis serta tidak memiliki ukuran
keberhasilan yang jelas, sehingga hasil akhir yang akan dicapai belum mencerminkan
keberhasilan dari kepemimpinan kepala desa yang telah dirumuskan dari visi dan
misinya.

Dengan berbagai permasalahan tersebut, maka perumusan Dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) merupakan salah satu elemen penting
dalam penyelenggaraan pembangunan desa karena merupakan satu-satunya dokumen
perencanaan yang sah yang ada di desa oleh karena itu kualitas RPJMDes menjadi penting
untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun
kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaaan Desa (PKD) adalah
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merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses
penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

Dalam proses pelaksanaan penyusunan RPJMDes harus mengacu pada ketentuan
pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang secara teknis diatur
menurut ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114

tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Prinsip dasar sebagai landasan pemikiran Peraturan Desa berangkat dari beberapa hal,
antara lain:

1. Keanekaragaman yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan
asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal tersebut terkandung
maksud bahwa pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan
di Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat
namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara;

2. Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan Desaharus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar
masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap
perkembangan kehidupan bersama sebagai warga Desa;

3. Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintah Desa dalam mengatur
dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai
sosial budaya masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif
administrasi pemerintah Negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman;

4, Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahdan pelaksanaan
pembangunan di Desaharus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi
dan degradasi melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga
Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa;

5. Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah dan
pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan
kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang

sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desadan
untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat Desa mempunyai
sumber pendapatan yang terdiri dari: pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan
retribusi

daerah, bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterimaoleh kabupaten,
bantuan dari pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Hibah dan Sumbangan dari pihak
ketiga.
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C. DASAR HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Re
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) adalah:

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

omor 25 Tahun 2004 tentangSistem pembangunan Nasional;
mor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

ncana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan

1. Undang-Undang

2. Undang - Undang N

3. Undang-Undang No
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pemben

Utara di Provinsi Lampung;

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 19

serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;
10. Peraturan Pemerinta
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Dae

Daerah Kabupaten/Kota;
11, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Peraturan di Desa;

13. PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahu
Keuangan Desa;

14. PeraturanMenteri Da

Pembangunan Desa;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

16, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa;

17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

18. Peraturan Meteri Keuangan Nomor 190 /PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana
Desa;

19. Peram@ran Meteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Republik [ndonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2022;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utaras Nomor 11 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

Keterbukaan Informasi Publik;
tukan Kabupaten Lampung

99 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran

h Nomor 38 Tahun 2007 tentan Pembagian Urusan
rah Provinsi dan Pemerintahan

n 2014 tentang Pengelolaan

lam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman

D. HUBUNGAN RPJM-DESA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Kedudukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa(RPJM-Desa) Negara
Kemakmuran Tahun 2024-2029 Dalam Tatanan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa
merupakan dokumen perencanaan yang tidak dapat dipisahkan atau dengan kata lain

terintegrasi dengan dokumen perencanaan nasional. Rencana Pembangunan Jangka
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B. SEJARAH DESA

Asal-usul Desa Negara Kemakmuran yaitu Desa Negara Kemakmuran Pemekaran Dari Desa
Tulung Buyutyang pada mulanya berdiri sebagai kepala suku langsung, yaitu suatu
pedukuhan penduduk yang mendiami areal yang cukup luas, dikepalai oleh kepaladusun.
Didalam menjalankan tugas pemerintahannya langsung bertanggungjawab kepada
camat/kecamatan sungkai utara.

Terjadinya pemisahan ini atas persetujuan tokoh-tokoh adat calon desa negara kemakmuran
dan desa tulung buyut dengan pemerintah dsa dan kecamatan, demikelancaran tugas
pemerintaha, mengitat luas desa tulung buyut.pemekaran desa tulung buyut menjadi desa
negara kemakmuran pada tahun 1973 ( 1973-1976 )

Pada tahun 1976 calon desa negara kemakmuran yang dulu papuler dalam sebutan
kampung, yang beranjak dari kampung adat dngang di irigasi status pemerintahan
kampung/dusun meningkat status nya menjadi menjadi pedukuhan di bawah pimpinan
kepala suku sebagai kepala desa (1973-1976 ).

Pada tahun 1976, desa negara kemakmuran ditingkatkan lagi statusnya dari pedukuhan

manjadi desa penuh.

Berturut-turut pejabat kepala desa negara kemakmuran adalah sebagai berikut :

NO | NAMA KEPALA DESA TAHUN MEMERINTAH KETERANGAN
1 SARWAN 1965 - 1971

2 SINGA DIBUKIT 1972 - 1973

3 ASWAN 1974 - 1978

4 ARSAD UJANG 1979 - 1983

5 SAMA"I 1984 - 1988

6 AMIRSYAH 1989 - 2000

7 TARMUDI 2021 -2023

8 DERIYANTI 2023 s/d Sekarang

Pada saat ini Kepala Desa Negara Kemakmuran masih di Jabat oleh Ibu DEPRIYANTI.
Pada tahun 1999 Desa Negara Kemakmuran masih dalam wilayah Kecamatan Sungkai Utara
sampai dengan tahun 2006. Pada tahun 2006 terjadinya pemekaran Kecamatan di

Kabupaten Lampung Utara sehingga Desa Negara Kemakmuran berada dalam wilayah
Kecamatan Hulu Sungkai sampai dengan saat ini.

C. WILAYAH DESA NEGARA KEMAKMURAN

Luas wilayah Desa Negara Kemakmuran 503 Ha terdiri dari 4 Dusun.

Batas wilayah Desa Negara Kemakmuran yaitu ;

Utara berbatasan dengan : Desa Pampang Tangguk Jaya
Selatan berbatasan dengan : Desa Tanjung Harapan
Barat berbatasan dengan : Kampung Bengkulu Jaya
Timur berbatasan dengan : Desa Lubuk Rukam
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D. KONDISI GEOGRAFIS

Desa Negara Kemakmuranm emiliki luas wilayah 503 ha dengan lahan produktif 490.25 ha

dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tata Guna Tanah

NO TATA GUNA TANAH LUAS
1. | Luas pemukiman 13.00 Ha
J. Luas persawahan 95.00 Ha
3. | Luas Perkebunan 300.00 Ha
4. | Luas kuburan,]alan dll 6.0 Ha
5. | Perkantoran 1.0 Ha
Total Luas 415 Ha

Sumber : Data Umum Desa Negara Kemakmuran

KONDISI PEREKONOMIAN

Jumlah penduduk Desa Negara Kemakmuran sebanyak 312 KK dengan jumlah jiwa sebanyak
1.200 jiwa dengan penduduk usia produktif 830 jiwa, sedangkan penduduk yang

dikategorikan miskin 370 jiwa. Mata pencaharian sebagian penduduk adalah Petani

sedangkan hasil produksi ekonomis Desa yang menonjol adalah Buruh Tani

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk

dan Perkebunan.

NO PENDUDUK JUMLAH
1. | Jumlah Laki-Laki 603 orang
2. | Jumlah Perempuan 597 orang
3. | Jumlah Total 1.200 orang
4. | Jumlah Kepala Keluarga 212 KK
5. | Jumlah RT 10 RT
| 6. Kepadatan Penduduk 444,75 per km
Sumber : Data umum Desa Negara Kemakmuran
Tabel 2.3.Mata Pencaharian Penduduk Desa NEGARA KEMAKMURAN
NO JENIS PEKERJAAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
1. Petani 326 205
2% Buruh Tani 360 227
3. Pegawai Negeri Sipil 4 2
4, Pedagang keliling 8 7
5. Peternakan - _
6. Nelayan 2 S
7. Dokter swasta = A
8. Bidan swasta ~ 1
9, Perawat swasta A =
10, | TNI . -
11. | POLRI B .
12. | Pensiunan PNS/TNI/POLRI 2 -
13. | Pengusaha kecil dan menengah 6 >
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13. | Pengusaha besar -
27. | Karyawan Perusahaan swasta -
29! Belum Bekerja 171 91
JUMLAH PENDUDUK 900 583
Sumber : Data umum Desa NEGARA KEMAKMURAN

F. KONDISI SOSIAL BUDAYA

Tabel 2.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat

NO TINGKAT PENDIDIKAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
18 Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK il 9
2. Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play 13 4

_| Broup
B Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah 171 87
5 18-56 tahun tidak pernah sekolah 2 1
6 Tamat SD /sederajat 216 278
7 Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat 57 43
SLTP
8. Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat 57 43
SLTA
o Tamat SMP/ sederajat 87 il

10. | Tamat SMA/sederajat 57 43
11. | TamatD-1/sederajat 11 2
12. | TamatD-2/sederajat 3 1
13. | Tamat D-3/sederajat 1 2
14. | TamatS-1/sederajat 5 3
15. | TamatS-2/sederajat 1 -

Sumber : Data umum Desa NEGARA KEMAKMURAN

F. KONDISI SARANA DAN PRASANA

Desa NEGARA KEMAKMURANmemiliki Sarana dan Prasarana untuk masyarakat yang

meliputi sarana prasarana dibidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan

sarana umuinl.

1. Sarana dan Prasarana Pemerintahan
Sarana dan prasarana pemerintahan Desa Negara Kemakmuran mempunyai Kantor Balai
Desa disertai dengan perangkat Desa lengkap. Pemerintah Desa membawahi Dusun dan
Dusun membawahi beberapa RT ( Rukun Tangga ). Desa Negara Kemakmuran
mempunyai 4 Dusun dan 10 RT. Sarana prasarana tersebut berjalan lancar sesuai

peraturan dan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat.

2. Sarana dan Prasarana Pendidikan
Sarana dan Prasarana Pendidikan di Desa Negara Kemakmuran mempunyai sekolah dari

PAUD sampai sekolah tingkat dasar dengan rincinan:
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Visi Desa Negara Kemakmuran Tahun 2024-2029 adalah :

“Terwujudnya Desa Negara Kemakmuran Yang Mandiri Dan Sejahtera®.

Secara khusus, dijabarkan makna dari visi pembangunan Desa yang sangat diperlukan
untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen), dan perilaku (partisipasi)
segenap pemangku kepentingan (stakeholders) dalam setiap tahapan proses

pembangunan selama lima tahun ke depan.

Mandiri merupakan karakter yang dibutuhkan dalam pembangunan Desa, mandiri
memiliki makna mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung
dengan bantuan dari pemerintah. Kalau pun ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya
stimulan atau perangsang. Desa Negara Kemakmuran adalah Desa yang memiliki banyak
potensi-potensi yang dapat dikembangkan baik potensi dari sumber daya manusia
maupun dari sumber daya alamnya, memaksimalkan potensi yang ada di Desadan
kemampuan masyarakatnya dan tidak tergantung pada bantuan pihak luar. Bila ada
kerjasama yang baik, dan tidak tergantung dengan bantuan pemerintah, sistem
administrasi baik, pendapatan masyarakat cukup. Supaya lebih berdaya, masyarakat perlu
menghormati aturan, kelestarian sumberdaya alam, memiliki kemampuan keahlian,
ketrampilan, sumber pendapatan cukup stabil, semangat kerja yang tinggi, memanfaatkan
potensi alam untuk lebih bermanfaat dengan menggunakan. teknologi tepat guna maka

tujuan dari pembangunan Desa akan dapat terwujud.

Sejahtera yaitu konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat,
yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spirituil),
dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara
adil dan merata dengan menititik beratkan pada peningkatan kwualitas sumberdaya
manusia yang berdaya saing dan berdayaguna dan meningkatan pembangunan yang
difokuskan pada pembangunan perekonomian Desayang berbasis pada potensi Desayang

berdaya jual dan berdaya saing.

Adapun indikator secara ilmiah adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang
berkualitas dan berkesinambungan sehingga meningkatkan pendapatan perkapita pada
tingkat yang tinggi, menurunnya tingkat pengangguran, menurunnya jumlah penduduk
miskin, terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan
kompetitif, meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai terpenuhinya hak
sosial masyarakat mencakup akses pada pelayanan dasar sehingga mampu meningkatkan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatkan perlindungan dan kesejateraan
sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olah raga serta meningkatkan kualitas
kehidupan beragama; meningkatnya peranan perempuan dalam

pembangunan, tersedianya infrastruktur yang memadai, meningkatnya profesionalisme
aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa
dan bertanggungjawab yang mampu mendukung pembangunan Desa.
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E. SASARAN PEMBANGUNAN DESA

Sasaran pembangunan Desa Negara Kemakmuran Tahun 2024-2029 adalah sebagai
berikut:

Bidang Kesejahteraan meliputi :

a. Pembangunan “ Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa, meningkatkan
sumber daya alam yang ada, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam
membangun Desa dan peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, dan tokoh masyarakat”,
dilaksanakan untuk mencapai beberapa sasaran,yaitu :

» Terbangun dan mantapnya jaringan infrastruktur yang andal sehingga dapat
meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung
berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi Desa/Dusun
serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru.

» Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berdampak pada
peningkatan pendapatan masyaraka tsehingga terwujud masyarakat yang
sejahtera.

» Membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan
kompetitif sektor basis ekonomi Desa sehingga mampu menghasilkan komoditi

berkualitas,berdaya saing, menjadi motor penggerak perekonomian.

Y

Terpenuhi dan meratanya kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di
seluruh wilayah Desa/dusun dalamrangka peningkatan Kualitas hidup dan
kesejahteraan masyarakat.
> Makin optimalnya pemanfaatan sumber daya alam, aset dan produk Desa yang
berdaya saing tinggi sebagai sumber-sumber kekayaan Desa.
> Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan yang berorientasi tata
ruang, serta mengurangi resiko bencana alam.
> Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada
pelestarian lingkungan hidup.
» Meningkatnya peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, Tokoh masyarakat, dan
masyarakat pada umumnya dalam pembangunan Desa.
b. Pemerintahan “Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Baik & Demokratis”, untuk
mencapai beberapa sasaran, yaitu :
» Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih.
» Meningkatnya profesionalisme aparatur Desa.
» Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan
yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat.

» Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan
berbagai pihak.
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c. Kemasyarakatan “Memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan
pembiayaan pengembangan usaha, menjaga dan memelihara ketentraman,
ketertiban, dan kerukunan warga ”, dilaksanakan untuk mencapai beberapasasaran,
yaitu :

» Berkembangnya Industri kecil masyarakat.

» Meningkatnya pendapatan masyarakat yang akan berimbaspada peningkatan
kesejahteraan masyarakat.

» Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam menjaga
dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga.

> Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,

» Mantapnya situasi dan kondisi peri kehidupan bermasyarakat yang didukung oleh
penegakan HAM.

F. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Kebijakan Pembangunan Desa Negara Kemakmuran akan diarahkan pada
beberapa aspek, antara lain :

1. Pengalokasian anggaran berdasarkén skala prioritas agar program pemerintah desa
dapat terlaksana secara cepat, tepat dan akurat yang ditunjang dengan peningkatan
kesejahteraan aparatur dan lembaga yang ada dengan mengedepankan perbaikan
manajemen pemerintahan dan pelayanan publik

2. Penataan administrasi pemerintahan desa

3. Memberdayakan lembaga yang ada dan mengoptimalkan kegiatan ekonomi guna
menunjang Peningkatan daya beli masyarakat

4. Peningkatan sumber daya masyarakat agar masyarakat menjadi lebih produktif dan
mampu berdaya saing menghadapai perkembangan lingkungan

5. Peningkatan Kegiatan Pembinaan Keagamaan

6. Peningkatan pengelolaan jalan Desa, jalan lingkungan, gang, , saluran air pertanian,
sarana keagamaan serta infrastruktur lainn Menggerakan seluruh elemen masyarakat
dalam swadaya guna mencapai target pembangunan di Desa.

7. Menggali potensi di wilayah desa guna menambah PAD Desa untuk menambah dana

stimulan pemerintah dalam pembangunan yang ada di Desa.
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BAB IV
STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

A. Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan Pembangunan Desa Negara Kemakmuran dilaksanakan untuk
menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan
memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Pembangunan Desa merupakan
upaya untuk memperoleh perubahan sosial masyarakat Desa ke arah yang lebih
baik dan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat Desa dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa . Melalui
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa  yaitu forum
perencanaan pembangunan di tingkat Desa  yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Desa dan melibatkan pertisipasi masyarakat dengan semangat

musyawarah untuk mufakat.

Sistem Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan dengan satu kesatuan
tata perencanaan pembangunan Desa untuk menghasilkan rencana
pembangunan jangka menengah dan tahunan Desa yang dilaksanakan secara
pertisipatif oleh pemerintah Desa sesuai kewenangannya. Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa
yang disusun merupakan dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun
memuat visi, misi, tujuan, Strategi, kebijakan,program, dan kegiatan

pembangunan Desa dengan berpedoman pada RPJMDaerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa ) setiap tahunnya
akan dijabarkan dalam Rencana Kerja PemerintahDesa (RKP-Desa ) yaitu
perencanaan Desa periode I ( satu ) tahun memuatrencana kegiatan pemerintah
Desa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa sendiri pada tahun
anggaran berikutnya dan rencana kegiatan yang akan diusulkan ke Pemerintah
diatasnya  Perencanaan  Pembangunan Desa bertujuan untuk
mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan, menjamin  terciptanya
sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah,menjamin
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksana, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi
masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yangada di
Desa secara efektif, afisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

“
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B. Strategi Pembangunan Desa

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Desa
Negara Kemakmuran Tahun 2024-2029 maka perlu dirumuskan beberapa
strategi pembangunan Desa yang sinergis dan komprehensif. Strategi
pembangunan Desa yang akan dilaksanakan selama Tahun 2024-2029 dapat
dijabarkan sebagai berikut:

1. Strategi mewujudkan masyarakat Desa Negara Kemakmuran yang Mandiri
Strategi karakter atau sikap kemandirian masyarakat ditumbuhkan dengan
rasa kesadaran akan potensi-potensi yang di miliki oleh Desa, baik Potensi
sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya, hal ini sesuai dengan
misi pertama dari sikap mandiri yaitu mampu memenuhi kebutuhannya
sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau
pun ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulant atau perangsang
saja. Dalam pelaksanaan strategi ini dapat di tekankan pada dua hal:

a. Mampu menggali dan mengelola potensi yang di miliki oleh Desa
b. Mampu mengolah dan memberdayakan potensi yang dimiliki sehingga tujuan

pembangunan dapat cepat tercapai.

2. Strategi mewujudkan masyarakat Desa Negara Kemakmuran yang sejahtera.

a. Pembangunan
Strategi pembangunan, pemerataan, dan aksesibilitas dirancangdalam rangka
untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang pembangunan yaitu
Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa , Strategi ini dalam
pelaksanaannya ditekankan pada upayauntuk Peningkatan pembangunan

dibidang Pekerjaan Umum.

b. Pemerintahan
Strategi pengembangan kapasitas dirancang untuk melaksanakan misi kedua
dalam bidang pemerintahan. Strategi ini dalam pelaksanannya ditekankan
pada (a) upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, demokratis,
bersih dan berwibawa, (b) Meningkatkan fungsi pelayanan umum,

(c)Meningkatkan fungsi aparatur Pemerintah Desa , (d) Kependudukandan
catatan sipil.

ﬁ
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1.2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap ajaran agama.

Diambil langkah dan arah kebijakan sebagai berikut:

a. Pembangunan dan peningkatan fungsi sarana prasarana keagamaan
seperti masjid, mushlola, dan TPQ.

b. Peningkatan fungsi pondok pesantren yang ada untuk Ilebih
meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap
ajaran agama.

c. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha
Esa,melalui pengajian-pengajian selapanan tiap dusun dan maupun
kelompok-kelompok yasinan dimasing-masing dusun.

d. Mendorong dilaksanakanya ajaran agama dalam kehidupan sehari-
hari dengan mengembangkan rasa saling menghormati dan
menciptakan suasana yang harmonis didalam kehidupan
bermasyarakat.

2. Misi Kedua :
2.1 Pembangunan

a) Meningkatkan infratrutur Desa diambil langkah dan kebijakan
dengan meningkatkan pembangunan dibidang pekerjaan umum.

b) Meningkatkan suber daya alam yang ada diambil langkah dan
kebijakan :

Ketahanan Pangan, akan difokuskan pada peningkatan hasil
pertanian melalui pelatihan pelatihan dari dinas pertanian tentang
tata cara bercocok tanam yang baik dan pemilihan bibit unggul.

c) Meningkatkan peran aktif lembaga masyarakat Desa diambil langkah
dan kebijakan :

e Meningkatkan komunikasi antara pemerintah Desa dengan
lembaga Desa ( BPD, LPM, PKK, LINMAS, Karang Taruna, RT) dan
tokoh masyarakat dalam pembangunan Desa .

¢ Dilakukan reorganisasi terhadap lembaga Desa secara berkala

sesuai dengan masa kerja sehingga diharapkan muncul regenerasi
d) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya
membangun Desa diambil langkah dan kebijakan ;

% Meningkatkan Peran aktif lembaga Desa dan tokoh masyarakat

dalam mensosialisasikan program dan kegiatan Pemerintah Desa .

“
PDIM Desa Negara Kemakmuran  Talhun Anggaran 2024-2029 24

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

#* Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berswadaya melalui
dialog-dialog praktis yang dapat dilaksanakan dalam pertemuan
rutin RT.

# Pemberdayaan masyarakat akan ditekankan pada mengajak
seluruh Warga masyarakat untuk berperan secara aktif dalam
perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan yang akan

dirumuskan dan dilaksanakan selama periode 2022 - 2027.

1.2. Pemerintahan

Menciptakan pemerintahan yang baik, demokratis, bersih,dan berwibawa

dilakukan langkah dan kebijakan :

» Pembangunan aparatur Pemerintahan Desa diarahkan untuk
mewujudkan kinerja perangkat Desa yang professional dan
berkarakter. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan pola pembekalan
terhadap perangkat Desa menuju pada pengembangan profesionalisme.
Disamping itu secara bertahap juga dilakukan pendidikan mental
Perangkat Desa agar menhindarkan diri dari Budaya KOLUSI,
KORUPSI, dan NEPOTISME (KKN) agar Perangkat Desa secara cepat
dan tanggap serta memiliki integritas yang tinggi dalam merespon
tuntutan, kebutuhan, kwantitas dan kwalitas dalam melayani
masyarakat.

Pengembangan pelayanan kepada masyarakat juga diarahkan untuk
peningkatan pelayanan yang prima berbasis pada partisipasi
masyarakat, Pemerintah Desa juga melakukan identifikasi kebutuhan
masyarakat yang dilakukan olah masyarakat sendiri dengan difasilitasi
oleh pemerintah Desa dan lembaga swadaya masyarakat, sehingga
pelayanan dan fasilitas benar-benar merupakan refleksi dari kebutuhan
riil masyarakat atau kebutuhan dasar dan merupakan permasalahan

yang dihadapi oleh masyarakat.

2.3. Kemasyarakatan
a) Peningkatan usaha kecil dan menengah diambil langkah dan kebijakan:
¢ Pemberian bantuan kredit usaha kecil dan menengah diberikan
melalui program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sedangkan modal
usaha dalam pertanian diberikan melalui program PUAP.
¢ Pembangunan sarana prasarana penunjang berkembangnya usaha
masyarakat baik dalam bidang UKM maupun pertanian yaitu dengan
dibangunnya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Desa.

DDJIM Desa Negara Kemakmuran  1aliin Angearan 2024 2029 25

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

| atl aalarrl Irldl DET Sc

kepolisian sete

y'ﬂhnﬁl mewul ‘bf{'i{:“@ 1

v s@u berdayaan | g;a;mm
ds n

keamanan.

wujudkan keluarga seh

Peningkatan peran aktif ibu-ibu Lf—iiﬁ_;’gg i_;;
Bidan Desa dalam mewujudkan masyas
esx@'}gﬁiﬁ’?wmﬁﬁ Kan {Hﬁ'ﬁ_g’g;ﬂ ;{@

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

BAB V
ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

e ————————————eseeE——

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Pengelolaan
Keuangan Desa, dinyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan
kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai
dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban Desa, sedangkan Pengelolaan Keuangan Desa adalah
keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan, pertanggungjawaban, keuangan Desa.

Sistem perencanaan pembangunan memiliki salah satu tujuan untuk menjamin
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan. Agar visi, misi, dan program yang termuat dalam dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dapat tercapai atau terealisasi
maka memerlukan adanya dukungan penganggaran yang relevan, konsisten, dan
signifikan. Penyusunan RPJM-Desa akan menghasilkan rencana pembangunan
yang telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dari sisi kemampuan
penganggarannya. Kemampuan anggaran Desa diperkirakan dalam bentuk pagu
atau plafon indikatif anggaran Desa, yang akan berlaku selama enam tahun
kedepan. Mekanisme dan substansi penetapan perencanaan dikaitkan dengan
penganggaran ini diharapkan akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan
pembangunan Desa dalam rangka mencapai visi, misi, dan program pembangunan

Desa .

Dalam rangka meningkatkan kemandirian Desa, sudah saatnya digali semua
potensi sumber daya dan modal dasar Desa yang dimiliki. Untuk ituperlu
dilakukan identifikasi yang maksimal atas potensi sumber daya manusia,sumber
daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya keuangan; untuk selanjutnya
sumber daya tersebut dikembangkan menjadi pendukung utama dari berbagai
kegiatan yang akan menghasilkan nilai tambah yang berdaya saing tinggi sehingga
mampu mendukung kemandirian Desa. Pendapatan Desa Negara Kemakmuran
meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak
Desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.
Sumber-sumber Pendapatan Desa meliputi : (1) Pendapatan Asli Desa ; (2)
Transfer; (3) Pendapatan Lain-Lain. Kelompok dana Transfer terdiri atas : a. Dana
Desa ; b. Bagian hasil Pajak daerah Kabupaten; c. Alokasi Dana Desa ; d. Bantuan
Keuangan dari APBD Provinsi dan e. Bantuan keuangan APBD Kabupaten.
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Pengelolaan pendapatan asli Desa bertujuan untuk mengoptimalkan
keleluasaan Desa dalam menggali pendanaan otonomi Desa sebagai wujud
tanggung jawab daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Belanja Desa, meliputi
semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam
satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa

yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung.

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, terdiri atas penerimaan
pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan Desa
mencakup sisa lebih perhitungan anggaran(SILPA) tahun sebelumnya, pencairan
dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Desa dan penerimaan pinjaman.
Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan

modal, dan pembayaran utang.

Pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan Desa adalah Kepala Desa |,
karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan
pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan
kekayaan milik Desa yang dipisahkan, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh
pelaksana teknis Pengelolaan keuangan Desa yang diangkat dari perangkat Desa
yang ditunjuk.

A. ARAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

A.1. Kondisi Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Desa
dalam satu tahun anggaran yang akan menentukan pendapatan Desa ,
dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat
dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber-sumber pendapatan
Desa meliputi pendapatan asli Desa (PAD), dana perimbangan, lain-lain
pendapatan Desa dan pinjaman Desa .

Anggaran diupayakan dapat memenuhi prinsip keseimbanganf inansial,
yaitu antara pendapatan dengan belanja terdapat keseimbangan (tidak
terjadi defisit maupun surplus), namun demikian dalam beberapa kondisi
yang cukup beralasan dan dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi
defisit atau pun surplus hal tersebut dapat ditolerir. Dalam hal APBDesa
terjadi surplus (pendapatan lebih besar dari pada belanja, sehingga

e ——
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terdapat surplus APB-Desa), maka kebijakan yang diambil adalah sebagai
sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan. Apabila APB-Desa
mengalami defisit (pendapatan lebih kecil daripada belanja, sehingga
terdapat defisit APB-Desa), maka kebijakan yang dapat diambil antara lain

adalah sebagai berikut:

& memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan
anggaran pada tahun lalu.

< melakukan rasionalisasi dan efisiensi belanja berdasar kriteriaurutan
prioritas urgensi dan pembiayaannya.

<+ mencari pinjaman Pemerintah Desa kepada masyarakat untuk

kepentingan pendanaan pembangunan Desa .

B. ARAH PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DESA

B.1. Kondisi Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup
defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan
pemerintahan Desa, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek
pembiayaan. Pembiayaan Desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan
pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan Desa diarahkan pada
kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan
kekuatanAPB-Desa .

Struktur pembiayaan Desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan
pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran
defisit atau surplus. Apabila performance budgeting memperlihatkan
terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan Desa
yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila
terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran Desa
yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus

anggaran.

B.2 Arah Pengelolaan Pembiayaan

Pembiayaan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang
perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik dalam tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa  meliputi semua transaksi
keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang
dirinci menurut urusan pemerintahan Desa , organisasi, kelompok, jenis,
obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Desa terdiri dari

e Uy ———
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7. pelayanan publik belum memuaskan dan sumber pembiayaan sanga terbatas.

Bertitik tolak pada hal tersebut dan juga agar misi dan strategi dapat
dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan anggaran Desa secara keseluruhan,
maka perlu diperhatikan bahwa APB-Desa pada hakekat nyamerupakan
perwujudan amanah masyarakat kepada pemerintah Desa untukdikelola dalam
rangka mencapai tujuan, maka APB-Desa dilaksanakan dengan memperhatikan

beberapa prinsip, sebagai berikut:

Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran. Transparansi dana kuntabilitas
anggaran, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,
pengendalian, dan pengawasan, maupun akuntansinya, secara keseluruhan
merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintahDesa kepada masyarakat.
Oleh karena itu, dari tahun ke tahun diupayakan untuk memberikan informasi
tentang APBDesa kepada masyarakat maupunlembaga lain yang
berkepentingan, dalam format dan:substansi yang akomodatif, terutama terkait

dengan aspek pengendalian dan pengawasanterhadap obyektifitas anggaran.

Disiplin Anggaran. Anggaran Desa disusun berdasarkan kebutuhanriil dan
prioritas masyarakat dengan target dan sasaran pembangunan Desa .Dengan
demikian, dapat dihindari adanya kebiasaan alokasi anggaran pembangunan ke
seluruh sektor yang kurang efisien dan efektif serta senantiasa disesuaikan
dengan pentahapan pembangunan yang telahditetapkan. Anggaran yang tersedia
pada setiap pos kegiatan merupakan batas tertinggi belanja/pengeluaran. Oleh
karena itu, tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan melampaui batas kredit

anggaran yang ditetapkan.

Keadilan Anggaran. Pemerintah Desa harus mampu menggambarkan nilai-
nilai rasional dan transparan terkait dengan penentuan hak-hak dan tingkat
pelayanan yang diterima oleh masyarakat di Desa . Mengingat, adanya beban
pembiayaan yang dipikul langsung maupun tidak langsung oleh kelompok-
kelompok masyarakat melalui mekanismepajak/retribusi, serta adanya
keharusan untuk merasionalkan anggaran yang lebih menguntungkan bagi
kepentingan masyarakat dan mampu merangsang pertumbuhan ekonomi Desa

sesuai mekanisme pasar.
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BAB VI
PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Program pembangunan Desa Negara Kemakmuran dirumuskan secara komprehensif
dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama
lima tahun yang akan datang. Program pembangunan Desa dirumuskan menurut
urusan pemerintahan dengan mengkaitkan pada misi pembangunan DESA yang akan
dilaksanakan selama Tahun 2024-2029, yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Desa yang Mandiri
Misi:

a. Potensi Sumber Daya Manusia :

< Masyarakat Desa mempunyai motivasi dan budaya yang tinggi.
< Mempunyai jiwa wirausaha yang kuat.
< Mempunyai kemampuan dan keterampilan tertentu yang mendukung
pengembangan potensi lokal.
b. Potensi Sumber Daya Alam
% Potensi Desa mempunyai daya saing untuk dikembangkan.
% Pengelolaan potensi Desa secara berkelompok oleh masyarakat (sentra).
< Skala usahanya berbasis sentra yang dilakukan oleh masyarakat.
c. Pasar
< Produk yang dikembangkan masyarakat dibutuhkan pasar.
< Produk masyarakat mempunyai daya saing pasar.
< Kelembagaan dan Budaya lokal, pelaksanaan program didukung oleh

kelembagaan Desa yang menjunjung tinggi kearifan lokal.

2. Mewujudkan masyarakat Desa Negara Kemakmuranyang sejahtera.

Misi : a) Pembangunan : “Meningkatkan pembangunan infrastruktur DESA,
sumber daya alam yang ada, peran aktif BPD, LPM, RT, tokoh masyarakat dan

masyarakat pada umumnya dalam pembangunan Desa”.

1). Perencanaan Pembangunan

Program pembangunan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan
Tahun 2024-2029 adalah:

W
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Misi : b) Pemerintahan : “Menciptakan Pemerintahan yang baik.”
1) . Kependudukan dan Catatan Sipil
Program pembangunan kependudukan dan catatan sipil yang akan

dilaksanakan Tahun 2024-2029 adalah:

Program Penataan Administrasi Kependudukan;

-

2) .Kearsipan

Program pembangunan kearsipan yang akan dilaksanakan Tahun 2024-
2029 adalah:

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.

Misi : ¢) Kemasyarakatan : “Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan

menengah, menjaga dan memelihara ketentraman ketertiban, dan kerukunan
warga serta mewujudkan keluargasehat melaui peran aktif ibu-ibu PKK,
Posyandu, danOrganisasi lainnya”

1). Kesehatan

Program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan Tahun 2024-
2029 adalah:

a. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
b. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Pustu dan Jaringannya;

c. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita.

2). Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Program pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera
yang akan dilaksanakan Tahun 2024-2029 adalah:

a. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR
Yang Mandiri.
3). Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
yang akan dilaksanakan Tahun 2024-2029 adalah:

a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
4). Koperasi dan UKM

Program pembangunan koperasi dan UKM yang akan dilaksanakan Tahun
2024-2029 adalah:

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah.

“
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DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KELEMBAGAAN
DESA NEGARA KEMAKMURAN

tenda, dan soundsistem )

No Lembaga Masalah Potensi

1 | Pemerintah Desa Belum ada mobiler / peralatan kantor - Lembaga
desa yang memadai Perangkat desa lengkap

2 | Pemerintah Desa Belum ada tenaga komputer yang ahli - Lembaga
Perangkat desa lengkap

3 | Pemerintah Desa Biaya operasional masih rendah - Lembaga
Perangkat desa lengkap

4 | Pemerintah Desa Belum ada sarana musyawarah (kursi, - Lembaga

- Perangkat desa lengkap
Peserta musywarah desa

5 |BPD Belum ada sekretariatnya - Lembaga
Perangkat desa lengkap
6 |LPM Belum ada sekretariatnya - Lembaga
Perangkat desa lengkap
7 | BPD, LPM, Belum ada pakaian seragam - Lembaga
Linmas, PKK Perangkat desa lengkap
& | Karang taruna Belum ada sarana atau alat keseniandan |- Lembaga
olahraga Anggota aktif
9 | PKK Belum ada sarana PKK (alat-alat - Lembaga
prasmanan) - Anggota Aktif
10 |RT Belum ada pakaian seragam - Lembaga
= Anggota Aktif
11 | PAUD/TK Belum ada gedung PAUD / TK - Anak balita
- Lahan
12 | Posyandu Masyarakat desa masih menggunakan - Bidan desa
rumah warga karena belum ada bangunan | - Anakbatita
13 {KUD Belum ada bangunan - Lahan
- Warga desa yang ahli
14 | KUD Belum ada modal - Warga desa
- Kelompok usaha
15 | Kelompok tani Kurangnya keahlian pertanian - Kelompok tani aktif
16 | Kelompok tani Kurangnya bibit dan obat-obatan - Kelompok tani aktif
pertanian - Lahan persawahan
17 | Kelompok tani Kurangnya bibit ikan - Kelompok tani aktif
- Kolam ikan

18 | Kelompok PKK

Kurangnya keahlian membuat kue dan
keripik

- Ibu-ibu aktif

19 | TPA Belum ada gedung dan operasional guru | - Guru TPA
TPA - Anak didik
20 | Kelompok PKK Kurangnya keahlian menjahit - Ibu-ibu aktif

21 | Karang taruna

Kurangnya keahlian montir

- Anggota aktif

RPJM Desa Negara Kemakmuran
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BAB VII
PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan
oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Desa
saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan
secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring
evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya
permasalahan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala

seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat kurang memadai.

Diharapkan proses penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa
(RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yang benar-benar
partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong
percepatan pembangunan skala Desa menuju kemandirian Desa, maka diharapkan
dalam proses penyusunan APBDesa seluruhnya bisa teranggarkan secara

proporsional.

Demikian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Kebon
Dalam dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa
Tahun 2024-2029 yang selanjutnya setiap tahunnya akan dijabarkan dalam
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa.

RPJM Desa Negara Kemakmuran ry)
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Menimbang

Mengingat

KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KEPUTUSAN KEPALA DESA NEGARA KEMAKMURAN
NOMOR : 30 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERUMUS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA (RPJM-DESA)TAHUN 2024-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NEGARA KEMAKMURAN

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
Desa, Pemerintah Desa menyusurn perencanaarn
Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan
mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten yang
menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi
yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka
waktu 6 (enam) tahun kedepan;

b. bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan
Peraturan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan
Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa (RPJM-Desa) Tahun 2023-2029.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846);
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Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4934);
Undang-Undang Nomor 12  Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambaha
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5589);
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyaraka tDalam
Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan perintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun
2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara.
Peraturan Meteri Keuangan Nomor
Tentang Pengelolaan DanagDesa; 190 /PMB.OZfa0eS
Peraturturan Meteri Desa, P i
dan Transmigrasi Republik f::lgizgil:anﬁgrr?o?l"fa}';‘a’ll‘f i
, un 2021
Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara: Nomor 11

Tahun 2014 tentang Rencana Pemban
Menengah Daerah; g
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MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU * Membentuk Tim Perumus Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2024 s/d 2029 dengan
susunan sebagaimana terlampir.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai
tugas :

a. Mengumpulkan data-data yang diperlukan  dalam
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJM-Desa ) Tahun 2024 s/d 2029

b.  Merumuskan Draft Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2024 s/d 2029

c. Menyelenggarakan Musrenbang tingkat dusun dan tingkat
Desa untuk menentukan skala prioritas

d. Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2024 s/d 2029.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud
pada diktum KEDUA, Tim Perumus bertanggung jawab kepada
Kepala Desa ;

KEEMPAT : Masa jabatan Tim Perumus sebagaimana dimaksud Diktum
KETIGA adalah sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa
Nomor 01 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2024 s/d 2029

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Negara Kemakmuran Tahun 2024 ;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Negara Kemakmuran
Pada Tanggal .07... AZuStus. . 2023
@“u@\pesa Negara Kemakmuran
SN
L \1;-‘

KEPAL l]ESA =
NEGARA KEMANMUR, | =

Tembusan:
1. Camat Hulu Sungkai
2. Anggota Tim Pengurus RPJM-Desa
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NO 1 Uraian Sumber Daya Sosial Budaya Jjumlah
|

! lumlah Pemeluk agama Islam

|
|
|

Jumlah Pemeluk agama Katolik 5

|
lah Pemeluk agama Kristen Protestan W 0

| Jumlah Pemeluk agama Hindu w 0

| Jumlah Pemeluk agama Budha o . : | 0
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Daftar Gagasan Dusun 1 (satu)

Desa : NEGARA KEMAKMURAN
Kecamatan : HULU SUNGKAI
Kabupaten : LAMPUNG
Provinsi : LAMPUNG
Barkiraar Penerima Manfaat
No Gagasan Kegiatan Lokasi kegiatan Satuan
9 9 9 Volume Laki- | Perem | A orm
laki puan
1 Pembangunan Sumur Bor Dusun 1 Rt.1,2,3 6 Unit 348 279 159
2 Pembangunan Gorong-gorong Dusun 1 Rt.1,2,3 10 Unit 399 367 119
3 Pengadaan Lampu Jalan Dusun 1 Rt.1,2,3 110 Unit 376 315 114
4 Pembangunan Jalan Anderlah Dusun 1 Rt.1,2,3 1375 Meter 157 132 45
S Pembangunan Jalan Rabat Dusun 1 Rt.1,2,3 1875 Meter 783 751 508
6 Pembangunan Pagar Makam Dusun 1 Rt.1,2,3 400 Meter 791 782 593
7 Siring Pasang Dusun 1 Rt.1,2,3 800 Meter 249 232 212
8 Pembangunan Talud (TPT) Dusun 1 Rt.1,2,3 100 Meter 289 247 197
9 Buka Badan Jalan Dusun 1 Rt.1,2,3, 2500 Unit 159 143 132
10 Pembangunan Pos Ronda Dusun 1 Rt.1,2,3 6 Unit 189 169 143
11 Jembatan Dusun 1 Rt.1.23 8 Unit 152 148 141
12 Rehab Kantor Desa Dusun 1 Rt.1,2,3 1 Unit 365 332 238
P d Listrik Sumur Bor dan
S noat Airan Al Dusun 1 Rt.1,2,3 1 Unit 132 | 119 | 187
i Pembangunan Jembaian Dusun 1 RL1,2,3 1 Uit S8 33 42
15 Peretaaan Lapangan Sepak Bola Dusun 1 Rt.1,2,3 1 Unit 59 48 39
16 Pembangunan Gedung TPA Dusun 1 Rt.1,2,3 1 Unit 57 42 38
17 Pembangunan Siring Pasang Dusun 1 Rt.1,2,3 875 Unit 143 132 120
18 Kompetisi Sepak Bola Dusun 1 Rt.1,2,3 50 Club 296 249 260
| et Eftamienseiac Dusun 1 Rt.1,2,3 100 Orang 189 | 165 | 123
20 Pengadaan Alat-alat Kulintang Dusun 1 Rt.1,2,3, 1 Unit 151 142 132
21 Pengadaan Alat-alat Tari Adat Dusun 1 Rt.1,2,3 1 Unit 187 169 144
22 Pengeras Suara (Sounsitem) Dusun 1 Rt.1,2,3 1 Unit 155 143 132
24 Pengadaan Pakaian Adat Begawi Dusun 1 Rt.1,2,3 1 Unit 147 132 123
Pengajuan Penghasilan Tetap
25 Kepala Desa dan Perengkat Desa Dusun 1 Rt.1,23 | 6 x12BIn Orang 378 333 264
26 Pengusulan Oprasional RT Dusun 1 Rt1,23 | 17X12BIn [ Orang 357 386 264
Pengusulan Siltap dan tunjangan '
27 Kepala Dusun Dusun 1 Rt.1,2,3 47x 12 Bulan | Orang 335 338 268
Pengajuan Tunjangan Kepala Desa
28 e onokat saas , Dusun 1 Rt.1,2,3 [ 9X12bin Orang 375 354 , 269
o9 | Kegatan Pelathan Paralegaldan | pusun 1RL1.23 | 16X128in | ATahun | 147 | 133 124
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Daftar Gagasan Dusun 2 (Dua)

Desa : NEGARA KEMAKMURAN
Kecamatan : HULU SUNGKAI
Kabupaten : LAMPUNG
Provinsi : LAMPUNG
Perkiraan Penerima Manfaat
No Gagasan Kegiatan Lokasi kegiatan Satuan -
Volume Laki- | Perem | o ora
laki puan
1 Pembangunan Sumur Bor Dusun 2 Rt.1,2,3 6 Unit 348 279 159
2 Pembangunan Gorong-gorong Dusun 2 Rt.1,2,3 10 Unit 399 367 119
3 Pengadaan Lampu Jalan Dusun 2 Rt.1,2,3 110 Unit 376 1D 114
4 Pembangunan Jalan Anderlah Dusun 2 Rt.1,2,3 1375 Meter 157 132 45
2 Pembangunan Jalan Rabat Dusun 2 Rt.1,2,3 1875 Meter 783 751 528
6 Pembangunan Pagar Makam Dusun 2 Rt.1,2,3 400 Meter 791 782 593
7 Siring Pasang Dusun 2 Rt.1,2,3 800 Meter 249 232 212
8 Pembangunan Talud (TPT) Dusun 2 Rt.1,2,3 100 Meter 289 247 197
9 Buka Badan Jalan Dusun 2 Rt.1,2,3, 2500 Unit 159 143 132
10 Pembangunan Pos Ronda Dusun 2 Rt.1,2,3 6 Unit 189 169 143
11 Jembatan Dusun 2 Rt.1,2,3 8 Unit 152 148 141
12 Rehab Kantor Desa Dusun 2 Rt.1,2,3 1 Unit 365 332 238
Pengadaan Listrik Sumur Bor dan .
13 Sirang tempat Aliran Air Dusun 2 Rt.1,2,3 1 Unit 132 119 187
14 Pembangunarn Jembatan Dusun 2 Rt.1,2,3 1 Unit 58 39 42
15 Peretaaan Lapangan Sepak Bola Dusun 2 Rt.1,2,3 1 Unit 59 48 39
16 Pembangunan Gedung TPA Dusun 2 Rt.1,2,3 1 Unit 57 42 38
17 Pembangunan Siring Pasang Dusun 2 Rt.1,2,3 875 Unit 143 132 120
18 Kompetisi Sepak Bola Dusun 2 Rt.1,2,3 50 Club 296 249 260
19 Eiigadaa" Pakalpn Pengsjlan Dusun 2 Rt.1,2,3 100 Orang 189 165 123
20 Pengadaan Alat-alat Kulintang Dusun 2 Rt.1,2,3, 1 Unit 151 142 132
21 Pengadaan Alat-alat Tari Adat Dusun 2 Rt.1,2,3 1 Unit 187 169 144
22 Pengeras Suara (Sounsitem) Dusun 2 Rt.1,2,3 1 Unit 155 143 132
24 Pengadaan Pakaian Adat Begawi Dusun 2 Rt.1,2,3 1 Unit 147 132 123
Pengajuan Penghasilan Tetap
25 Kepala Desa dan Perengkat Desa Dusun 2 Rt.1,2,3 6 x12 Bin QOrang 378 333 264
26 Pengusulan Oprasional RT Dusun 2 Rt.1,23 | 17 X 12 BIn Orang 357 386 264
usulan Siltap dan funjangan
27 | yepaaDusun % | Dusn2Ru123 |4X128uan | Orng | 335 | 38 | o
Pengajuan Tunjangan Kepala Desa
28 | gan perangkat desa Dusun2Rt123 | 9X12bin | Orang 375 | 354 | 269
Kegiatan Pelatihan Paralegal dan ’
20 Sl iRpiatant da Dusun2Ri123 | 16X128In | 1Tahun | 147 | 433 | 124
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Daftar Gagasan Dusun 3 (Tiga)

Desa
Kecamatan

Kabupaten
Provinsi

: NEGARA KEMAKMURAN
¢ HULU SUNGKAI

: LAMPUNG
: LAMPUNG

Perkiraan

Penerima Manfaat

No Gagasan Kegiatan Lokasi kegiatan atuan
. 2 2 Volume - Laki- | Perem | » oryt
laki puan
1 Pembangunan Sumur Bor Dusun 3 Rt.1,2,3 6 Unit 348 279 159
2 Pembangunan Gorong-gorong Dusun 3 Rt.1,2,3 10 Unit 399 367 119
3 Pengadaan Lampu Jalan Dusun 3 Rt.1,2,3 110 Unit 376 315 114
4 Pembangunan Jalan Anderlah Dusun 3 Rt.1,2,3 1375 Meter 157 132 45
5 Pembangunan Jalan Rabat Dusun 3 Rt.1,2,3 1875 Meter 783 751 528
6 Pembangunan Pagar Makam Dusun 3 Rt.1,2,3 400 Meter 791 782 593
7 Siring Pasang Dusun 3 Rt.1,2,3 800 Meter 249 232 212
8 Pembangunan Talud (TPT) Dusun 3 Rt.1,2,3 100 Meter 289 247 197
9 Buka Badan Jalan Dusun 3 Rt.1,2,3, 2500 Unit 159 143 132
10 Pembangunan Pos Ronda Dusun 3 Rt.1,2,3 6 Unit 189 169 143
11 Jembatan Dusun 3 Rt.1,2,3 8 Unit 152 148 141
12 Rehab Kantor Desa Dusun 3 Rt.1,2,3 1 Unit 365 332 238
Pengadaan Listrik Sumur Bor dan .
13 Sirang tempat Aliran Air Dusun 3 Rt.1,2,3 1 Unit 132 119 187
14 Pembangunan Jembatan Dusun 3 Rt.1,2,3 1 Unit 58 338 42
15 Peretaaan Lapangan Sepak Bola Dusun 3 Rt.1,2,3 1 Unit 59 48 39
16 Pembangunan Gedung TPA Dusun 3 Rt.1,2,3 1 Unit 57 42 38
17 Pembangunan Siring Pasang Dusun 3 Rt.1,2,3 875 Unit 143 132 120
18 Kompetisi Sepak Bola Dusun 3 Rt.1,2,3 50 Club 296 249 260
19 Ei"’gadaa" Pakaian Pengajian Dusun 3 Rt.1,2,3 100 Orang 189 165 123
20 Pengadaan Alat-alat Kulintang Dusun 3 Rt.1,2,3, 1 Unit 151 142 132
21 Pengadaan Alat-alat Tari Adat Dusun 3 Rt.1,2,3 1 Unit 187 169 144
22 Pengeras Suara (Sounsitem) Dusun 3 Rt.1,2,3 1 Uniit 155 143 132
24 Pengadaan Pakaian Adat Begawi Dusun 3 Rt.1,2,3 1 Unit 147 132 123
Pengajuan Penghasilan Tetap
25 Kepala Desa dan Perengkat Desa Dusun 3 Rt.1,2,3 6 x 12 Bln Orang 378 333 264
26 Pengusulan Oprasional RT Dusun3Rt.1,23 | 17 X12 BIn Orang 357 386 264
Pengusulan Siltap dan tunjangan
27 Kepala Dusun Dusun 3 Rt.1,2,3 | 4 X 12 Bulan Orang 335 338 268
Pengajuan Tunjangan Kepala Desa
28 | dan perangkat desa Dusun3Rt1,23 | 9X12bin | Orang 375 | 354 | 269
29 | Kegiatan Pelathan Paralegaldan | o, 0, 5R1123 | 16X128In | 1Tahun | 147 | 133 | 124

Jurnalistik
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Daftar Gagasan Dusun 4 (Empat)

Desa : NEGARA KEMAKMURAN
Kecamatan : HULU SUNGKAI
Kabupaten : LAMPUNG
Provinsi : LAMPUNG
Perkiraan Penerima Manfaat
No i i i
Gagasan Kegiatan Lokasi kegiatan altine Satuan LakE i Peratn L
laki puan
1 Pembangunan Sumur Bor Dusun 4 6 Unit 348 279 159
2 Pembangunan Gorong-gorong Dusun 4 10 Unit 399 367 119
3 Pengadaan Lampu Jalan Dusun 4 110 Unit 376 315 114
4 Pembangunan Jalan Anderlah Dusun 4 37O Meter {157 132 45
5 Pembangunan Jalan Rabat Dusun 4 1875 Meter 783 751 528
6 Pembangunan Pagar Makam Dusun 4 400 Meter 791 782 593
7 Siring Pasang Dusun 4 800 Meter 249 232 212
8 Pembangunan Talud (TPT) Dusun 4 100 Meter 289 247 197
g Buka Badan Jalan Dusun 4 , 2500 Unit 159 143 132
10 Pembangunan Pos Ronda Dusun 4 6 Unit 189 169 143
11 Jembatan Dusun 4 8 Unit 152 148 141
12 Rehab Kantor Desa Dusun 4 1 Unit 365 332 238
Pengadaan Listrik Sumur Bor dan )
13 Sirang tempat Aliran Air Dusun 4 1 Unit 132 119 187
14 Pembangunan Jembatan Dusun 4 1 Unit 58 35 42
15 Peretaaan Lapangan Sepak Bola Dusun 4 1 Unit 59 48 39
16 Pembangunan Gedung TPA Dusun 4 1 Unit 57 42 38
17 Pembangunan Siring Pasang Dusun 4 875 Unit 143 132 120
18 Kompetisi Sepak Bola Dusun 4 50 Club 296 249 260
19 Eir;gadaan Pakaian Pengajian Disn 100 Orang 189 185 123
20 Pengadaan Alat-alat Kulintang Dusun 4 , 1 Unit 151 142 132
21 Pengadaan Alat-alat Tari Adat Dusun 4 1 Unit 187 169 144
22 Pengeras Suara (Sounsitem) Dusun 4 1 Unit 155 143 132
24 Pengadaan Pakaian Adat Begawi Dusun 4 1 Unit 147 132 123
Pengajuan Penghasilan Tetap
25 Kepala Desa dan Perengkat Desa Dusun 4 6 x12 BIn QOrang 378 333 264
26 Pengusulan Oprasional RT Dusun 4 17X12BIn | Orang 357 386 264
Pengusulan Siltap dan tunjangan
27 Kepala Dusun Dusun 4 4X12Bulan | Orang 335 338 268
Pengajuan Tunjangan Kepala Desa '
28 dan perangkat desa Dusun 4 9 X 12 bin Orang 375 354 269
iatan Pelatihan Paralegal dan 2’
26,1 begintant e9 Dusun 4 18X128In | 1Tahun | 147 | 133 | 124
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DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI SKETSA SOSIALDESA NEGARA KEMAKMURAN

No MASALAH POTENSI
1 2 3
1. | Pada malam hari didepan jalan- jalan dan digang-gang desa Swadaya
pada gelap gulita Tenaga Gotong Royong
2. | Pada musim kemarau banyak sumur warga pada kering Hibah Tanah
Swadaya
Tenaga Gotong Royong
3. | Jalan desa sering terjadi banjir karena tidak ada siring & Batu
gorong-gorong pada jebul Pasir
Tenaga Gotong Royong
4. | Pada malam hari banyak warga yang melaksanakan ronda Swadaya
siskamling didepan teras rumah warga lain Hibah Tanah
Tenaga Gotong Royong
5. | Pada saat musyawarah desa balai desa dan kantor desa tidak Swadaya
layak untuk melaksanakan rapat karena rusak parah Tenaga Gotong Royong
6. | Pada musim penghujan banyak tebing warga yang pada rontok Swadaya
karenan kegerus air Tenaga Gotong Royong
7. | Pada saat mengeluarkan hasil pertanian banyak warga pada Swadaya
mengeluh karena banyak jalan berlobang belum dikeraskan Tenaga Gotong Royong
8. | Jalan — jalan diseriap dusun-dusun yang telah dikeraskan telah Swadaya
rusak parah Tenaga Gotong Royong
9 | Pada saat melaksanakan kegiatan adat-istadat didusun 1 sering Swadaya
menyewa tarub belum ada balai adat Tenaga Gotong Royong
10 | Didusn 1 Rt 02 banyak warga yang nyalur listrik terlalu jauh Swadaya
dari tiang listrik Tenaga Gotong Royong
11 | Pada saat akan melaksanakan kopetisi sepak bola pemain Swadaya
sangat kesulitan karena lapangan berlobang dan Tenaga Gotong Royong
bergelombang
12 | Di dalam lokasi pemakaman banyak warga yang sering Swadaya
mengembalakan ternak hewan ternaknya Tenaga Gotong Royong
13 | Dalam proses kegiatan mengaji banyak murid yang ngaji di Swadaya
rumah-rumah para guru ngaji Tenaga Sukarela
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| musim hujar

banyak masyaraka!

lerserang penyakit

;7 e F'ﬂ ["”1,.!;:3]"FH":(‘\_E,Tf[‘{;.’:;H‘ berkL [[%1”‘[\‘\‘\ air bersih

3. | Bila mana terjadi hujan lebat air tidak
| tertampung karena saluran air kurang
1 ring kali air menggenal
|
& | Pada musim panen banyak haman padi
| | dan jagung menyerang
— Pada musim kemarau banyak warga
e yang kebigungan untuk mendapatkan air

bersih s

Pada musim panen banyak warga pada
bingung menjual hasil panennya
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Masalah Potensi
No
1 P S I 3

11 | Banyak warga pada kebingunan pada saat . Swadaya

mengantarkan keluarganya yang sakit . Bantuan Keluarga lain
. Bantuan Klinik

12 | Pada saat kompetisi kegiatan karang taruna . Swadaya
masih minimnya dana kegiatan . Bantuan Warga Masyarakat

13 | Tebing-tebing yang tinggi didepan rumah . Swadaya masyarakat
warga pada longsor kegerus air hujan . Gotong royong

14 | Banyak para guru ngaji yang belum . Guru Pengajar
mendapatkan tunjangan dana pembinaan . Swadaya masyarakat

15 | Para keder posyandu masih minim . Guru Pengajar
mendapatkan dana pembinaan . Swadaya masyarakat

16 | Pada saat masuk digang-gang batas Rt tamu2 | . Swadaya Masyarakat
dari luar desa bingung karena tidak ada gapura | . Gotong Royong
batas Rt

17 | Masyarakat pada saat memperingati hari-hari . Swadaya Masyarakat
besar nasional pada bingung untuk pengadaan | . Gotong Royong
gapura depan ruman

18 | Pada saat mengadakan pesta hajatan , . Swadaya Masyarakat
masyarakat kesulitan untuk menyewa tarup, . Gotong Royong
kursi, sounsitem dan alat-alat pesta hajatan

19 | Pada saat mangadakan acara adat masyarakat | . Swadaya Masyarakat
pribumi kesuliatan dalam melaksanakan . Gotong Royong
prosesi adat tersebut untuk alat-alat
kelengkapan adat tersebut

20 | Pada saat melaksanakan prosesi adat Balai adat | . Swadaya Masyarakat
tidak ada . Gotong Royong

. Hibah Tanah

21 | Pada pembagian bibit nangka banyak warga . Swadaya
yang belum kebagian . Dana APBDes

22 | Banyak warga untuk menjalankan usahanya . Pengurus BUMDesa
pada bingung untuk permodalan . Dana APBDes

23 | Pemakaman umum belum ada pagar banyak . Swadaya Masyarakat
hewan ternak pada masuk ke makam . Tenaga Gotong Royong

24 | Pada saat ada warga yang meniggal dunia pada | . Swadaya masyarakat

bingung mencari alat-alat untuk rukun kematia

. Tenaga Gotong Royong
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PENENTUAN PERINGKAT MASALAH DESA NEGARA KEMAKMURAN

Dipindai dengan CamScanner

Dirasalk Tersedia
-an Menghambat Potensi Urutan
Masalah Potensi oleh | JAMEM | " peningk, | Sering untuk | VOmIER | poring.
s Banyak Pendapatan ERLREs Memecahka L kat
Orang n
1 2 3 4 5 6 7/l 8 9 10
Siring-siring didepan | Swadaya
rumah masyarakat Tenaga
1 | masih belum gotong 9 8 7 6 T 37 5
berfungsi dengan royong
baik
Kantor Desa dan Swadaya
Balai desa masih
2 | belum berpungsi Tenaga 9 8 9 9 8 43 1
dengan baik perlu ada | Gotong
perehapan Royong
Jalan lingkungan desa | swadaya
masih ada pada saat Tenaga
belum di keraskan gotong
pada musim hujan royong
3 licin karena masih g 8 s i 1 L <
tanah merah sehingga
menggangu
transportasi warga
Jalan2 yang telah Gotong
dikeraskan oleh royong
= program PNPM Swadaya 2 Z 8 < 8 = z
telah rusak parah Masyrakat
Pelayanan dari aparat gg;ddaya
5 | desauntuk 8 8 9 6 5 36 6
Aparatur
masyarakat belum Dosa
Pasar desa belum
layak maksimal e
6 | karena tanahnya 5 P 8 8 7 5 7 35 10
masih menumpang edagang
ditanah warga
Kepala Desa,
perangkat desa dan
g | R masihminin i?a?ucrlesa 8 8 8 6
dalan mendapatkan D 8 38 4
Siltap,tunjangan £3589
dan operasional
Pada malam hari
dijalan-jalan Swadaya
i desa Gotong ‘
B | masih gelap gulita | Reyong 5 4 5 3 + 21 10
periu adanys
penerangan jalan —— .
Pada saat ibuk-ibuk I o
| pengajian akan Rt
9 | melaksanakan hari2 royong 6 5 4 T 5 27
melaksanakan Swasdaya T
AR < o |
s J n.: 1|
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Dirasak

Menghambat Tersedia Urutan
o Masalah Potensi olen | Sengat Peihingh Serlng | potongd untuk | JUmIah | pon
Banyak Farah Pendapatan Terjadi | o emecatikan L kat
Orang
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 | Pada saat ronda
malam banyak . Swadaya
warga yang masih | masyarakat 7 8 6 7 5 33 7
menumpang . Gotong
dirumah warga Royong
12 | Pada musim
kemaraun banyak . Swadaya
warga sumurnya | masyarakat 6 7 8 8 6 35 6
pada kekeringan . Gotong
air karena belum | royong
ada sumur bor
13 | Banyak warga . Swadaya
pada kebingunan Bantuan
pada saat Keluara lain 7 8 6 8 7 36 16
mengantarkan . Bantuan
keluarganya yang | Klinik
sakit
14 | Pada saat . Swasdaya
kompetisi Bantuan
kegiatan karang Warga 8 6 7 5 6 32 11
taruna masih Masyarakat
minimnya dana
kegiatan
15 | Tebing-tebing .Swadaya
yang tinggi masyarakat
didepan rumah .Gotong 8 7 6 6 8 35 9
warga pada royong
longsor kegerus
air hujan
16 | Banyak para guru | .Guru
ngaji yang belum | Pengajar
mendapatkan 6 ¥/ 8 5 7 33 16
tunjangan dana .Swadaya
pembinaan masyarakat
17 | Para keder .Guru
osyandu masih Pengajar
i 7 U e S = 34 18
mendapatkan .Swadaya
dana pembinaan masyarakat
18 | Pada saat anak
keluar istirahat Swadaya
main banyak yang | Gotong 6 7 5 6 8 32 20
jajan dilaur royong
gedung Paud/TK
19 | Pada saat ada Swadaya
warga yang masyarakat
meniggal dunia | Tenaga 5 6 7 8 9 35 21
pada bingung Gotong
mencari alat-alat | Royong
untuk rukun
kematia
2() | Para pemuda
pemudi kesuliatan | Swadaya
dalam untuk masyarakat
melaksanakan Tenzga 5 4 7 5 4 25 28
kegiatan SDM
Posyantek
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PENGKAJIAN TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH DESA NEGARA KEMAKMURAN

Alternatif Tindakan Pemecahan

No Masalah Penycbab Potensi TR Tindakan yang layak
1 2 3 4 5 6
Kepala desa, Belum disusun nya | - Lembaga Penyusunan penghasilan tetap Penyusunan penghasilan
perangkat desadan | penghasilan tetap & & tunjangan di dalam RKP, tetap & tunjangan di dalam
| | BPD belum mendpt | tunjangan di dalam | = Pengurus RPJMdes dan APBDesa RKP, RPJMdes dan
kan peaghasilan RKP, RPJMdes dan | Lengkap APBDesa
tetap & tunjangan APBDesa
dan operasional
Kantor Desa dan Benyak warga yang | - Gotongroyong | Disusun program Pcmbanglunnn Disusun progra];n N
i i yang tidak mau 3 Perchapan Balai Desa didlm pembangunan Perchapan
2 E;mdlfifpnl:;;? mcngdapalkan Sl RPJMdes, RKPD, utk dibayai | Balai Desadidim RPJMdes,
dengan baik perlu pelayanan di kantor APBDecsa RKPD, utk dibayai
ada perchapan desa dan Baiai Desa APBDesa
Jalan lingkungan Belum usulkanya - Gotong royong | Pembangunan perkerasan jnlap ?cmbangunan perkersan
desa masih ada pada | ©leh warga - Swadaya utk masy. Yg diprogramkan di | jalan utk masy. Yg
saat belum di perkerasan Jalan dalam RPJMdes, RKPD dan diprogramkan di dalam
keraskan pada lingungan didalam APBDesa RPJMdes, RKPD dan
3 | musim hujan licin RKP, RPIMdes dan APBDesa
karena masih tanah | APBDesa
merah sehingga
menggangu
transportasi warga
Belum
i?:{:ﬁsi:gotshah diusulkannya dari - Gotong royong | Pengaspalan jalan lingkungan Pengaspalan }'alan
4 warga untuk - Swadaya " yang diprogramkan daiam lingkungan diprgramkan
program PNPM . lch APBDes
telah rusak parah pengaspalan jalan RPJMDes ole
tersebut
Belum diusulkan - Gotong royong
Pada saat anak ;:;géz :;1;;11; i || Swadaya Pemagaran Gedung
. k‘*!?a?m’athat TK/PAUD Pemagaran Gedung TK/PAUD ggg;m SR st
main ahyasyang diprgramkan dalam RPJMDes
jajan dilaur
gedung Paud/TK
Pasar desa belum Tidak ada tanah yng | - Gotong royong
layak maksimal bisa dihibahkan - Swadaya
g | karena tanahnya oleh warga Pembangunan pasar desa yang Pembangunan pasar desa
masith menumpang diprogramkan dalam RPJMDes | didanai oleh APBDes
ditanah warga
Siring-siring Belum diusulkanya | - Gotong royong | Pengusulan Pembangunan Pengusulan Pembangunan
didepan rumah Pembanguan siring siring pasang di dalam RKP. siring pasang di dalam
7 masyarakm. masih pasang didalam RPJMdes dan APBDesa RKP, RPJMdes dan
belum berfungsi RKP, RPIMdes dan APBDesa
dengan baik APBDesa
Pﬁda mnlam hari Belum usulkanya - Gotong royong Pengu;ulan Pembangunan Pengusulan Pembangunan
dijalan-jalan Pembangunan - Swasdaya lampu jalan di dalam RKP, lampu jalan di dalam RKP,
8. lingkungan desa lampu jalan RPJMdes dan APBDesa RPJMdes dan APBDesa
masih gelap gulita didalam RKP,
perlu adanya RPJMdes dan
penerangan jalan APBDesa
Pelayanan dari Tiqu adanya biaya | - Aparat Desa Pengu;ulan anggara operasional | Pengusulan anggaran
aparat desa untuk orasional - Tenaga pemerintahan desa dianggarkan operasional pemerintahan
9 | masyarakal belum pemerintahan Desa pada APBDes desa dianggarkan pada
maksimal APBDes
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Masalah

Penyebab

Potensi

Alternatif Tindakan Pemecahan

Tindakan yang layak

Masalah
1 2 3 4 5 6
Pada saat ibuk- Belum ada - Tenaga Pembuatan pakaian seragam | Pembuatan pakaian
ibuk pengajian seragam untuk - Kelopok ibuk-ibuk pengajian seragam ibuk-ibuk
10 akan ibuk-ibuk Pengajian dianggarkan dalam APBDes | pengajian dianggarkan
melaksanakan pengajian dalam APBDes
hari2 besar pada
tidak seragam
Pada saal ronda Banyak warga - Tenaga Pengajuan Pembuatan pos Pengajuan Pembuatan
malam banyak yang - Sawadaya ronda dianggarkan dalam pos ronda dianggarkan
11 | warga yang masih | melaksanakan APBDes dalam APBDes
menumpang ronda malam
dirumah warga menganggu
warga yang tidur
Pada musim Sumur bor yang - Gotong Pengajuan pembuatan sumur | Pengajuan  pembuatan
kemarau banyak sudah ada belum royong bor diajukan di Anggara | sumur bor diajukan di
12 | warga sumurnya | merata disertap - Swasdaya APBDes Anggara APBDes
pada kekeringan titiknya di setiap tenaga
air karena belum Rt
ada sumur bor
Banyak warga Belum ada - Tenaga Pengajuan pembelian mobil | Pengajuan pembelian
pada kebingunan | ambulan desa - Bantuan untuk ambulan desa yang mobil untuk ambulan
13 pada saat untuk Puskesmas dianggarkan ke APBDes desa yang dianggarkan
mengantarkan mengantarkan ke APBDes
keluarganya yang | warga yang sakit
sakit
Pada saat Belum ada dana | - Klep olah Diusulkan untuk kegiatan Diusulkan untuk
kompetisi kas untuk kegitan | raga karang tarunan dalam kegiatan karang tarunan
14 kegiatan karang karang taruna - Pemain APBDes dalam APBDes
taruna masih
minimnya dana
kegiatan
Tebing-tebing Tebing?2 tanah - Tenaga Pengusulan pemasangan Pengusulan pemasangan
yang tinggi dipinggir jalan Gotong talud di anggarakan pada talud di anggarakan pada
didepan rumah desa didepan royong APBDes APBDes
15
warga pada rumah warga - Swasdaya
longsor kegerus pada longsor
air hujan karena hujan
Banyak para guru | Kurang - Tenaga Di usuikan tunjagan guru Di usuikan funjangan
ngaji yang belum | maksimalnya - Pengurus ngaji dalam anggaran guru ngaji dalam
16 | mendapatkan proses murid lengkap APBDes anggaran APBDes
tunjangan dana yang belajar ngaji
pembinaan
Para keder Kurang - Tenaga Pengusulan dana tambahan Pengusulan dana
posyandu masih perhatiannya - Pengurus untuk kader posyandu akan | tambahan untuk kader
17 | minim untuk dana kader Lengkap dianggarkan pada APBDes | posyandu akan
mendapatkan posyandu dianggarkan pada
dana pembinaan APBDes
Banyak warga Belum - Tenaga Usulan untuk penunjang Usulan untuk penunjang
unluk Lerbentuknya - Warga dana permodalan BUMDes | dana permodalan
1g | menjalankan pengurus di anggarkan pada APBDes | BUMDes di anggarkan
usahanya pada BUMDes pada APBDes
bingung untuk
permodalan
Pada saat akan Belam ada dana | - SDM warga | Diusulkan untuk biaya Diusulkan untuk biaya
melaksanakan bantuan dari - Tenaga pelsanaan pilkades pelsanaan pilkades
pemilihan kepala | pemerintah pusat, | - Tempat dianggarkan di APBDes dianggarkan di APBDes
19 | desa panitia provinsi dan
pilkades kesulitan | kabupaten
masalah dana
pilkades
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Alternalif Tindakan Pemecahan

No Masalah Penycbab Polensi Mazalafi Tindakan yang layak
1 2 3 4 5 6
Pada saat ada Tidak ada alat Tenaga Pembelian alat-alat rukun Pembelian a{al—alat
warga yang rukun kematian, Swadaya kematian yang dianggarkan n'lkun kematian yang
meniggal dunia pada saat ada Gotong pada APBDes dianggarkan pada
20 | pada bingung warga yang Royong APBDes
mencari alat-alat | meninggal dunia
untuk rukun memakai alat2
kematian seadanya
Pada saat masuk | Tidak ada gapura Tenaga Pembangunan Gapura Pembangunan (;vapura
digang-gang batas | perbatasan antar Rt Swadaya perbatasan Rt diaggarkan perbatasan Rt diaggarkan
5, | Rttamu2 dari luar Gotong pada APBDes pada APBDes
desa bingung Royong
karena tidak ada
gapura batas Rt
Masyarakat pada | Tidak ada gapura Tenaga Pembagunan gapura pada Pembangunan gapura
saat memperingati | di gang-gang Swadaya gang-gang jalan-jalan desa pada gang-gang jalan-
hari-hari besar dijalan desa Gotong di anggrakan pada APBDes | jalan desa di anggrakan
22 | nasional pada Royong pada APBDes
bingung untuk
pengadaan gapura
depan rumah
Pada saat Sedikitnya para Tenaga Pembelian alat-alat tarub, Pembelian alat-alat tarub,
mengadakan pesta | pengusaha tarub Swadaya kursi, sounsitem yang kursi, sounsitem yang
hajatan , yang menyewakan Gotong dianggarkan pada APBDes | dianggarkan pada
masyarakat tarib, kursi, Royong APBDes
23 | kesulitan untuk sousitem yang ada
menyewa tarup, didesa
kursi, sounsitem
dan alat-alat pesta
hajatan
Pada saat Belum adanya Tenaga Pembelian alat-alat kulitang | Pembelian alat-alat
mangadakan balai ada alat adat Swadaya dan pakaian adat untuk kulitang dan pakaian adat
acara adai pada saal Golong kegianian prosesi adat uniuk kegianian prosesi
masyarakat melaksanakan Royong dianggarkan pada APBDes adat dianggarkan pada
pribumi kegiatan propesi APBDes
54 | kesuliatan dalam | adat
melaksanakan
prosesi adat
tersebut untuk
alat-alat
kelengkapan adat
tersebut
Pada saat Belum adanya Tenaga Pengusulan pembangunan Pengusulan
melaksanakan balai adat pada saat Swadaya balai adat untuk kegiantan pembangunan balai adat
25 prose.si adat Balai mel::lksanakan Gotong prosesi adat dianggarkan untuk kegiantan prosesi
adat tidak ada kegiatan propesi Royong pada APBDes adat dianggarkan pada
adat APBDes
P:ad'a pembagian | Masih banyak Tenaga Pengusulan untuk pembelian | Pengusulan untuk
bibit nangka warga yang belum Swadaya | bibit nagka dianggrakan pembelian bibit nagka
26 | banyak warga kebﬂglﬂn.dalal'!l ) Gotong pada APBDes dianggrakan pada
yang belum pembangian Bibit Royong APBDes
kebagian nangka
Pemakaman Banyak warga Tenaga Pembangunan pagar makam | Pembangunan pagar
umum belum ada | yang Swadaya di usulkan pada APBDes makam di usulkan pada
5 | Pagar banyak mengembalakan Gotong APBDes
hewan ternak terrmaknya royong
pada masuk ke dimakam
makam
:?;: sger:t;ga Bap:::c paa‘;a %)M Diusulkaq bantuan dana Diusulkan_ bantuan dana
T fmeesy ul:n e :""3" paca arga untuk kegiatan posyantek untuk kegiatan posyantek
gangur yang tidak Tenaga pada APBDes pada APBDes
pendanaan punya Karang
Posyantek keterampilan Taruna
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